SALINAN

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 162/M /2025
TENTANG
HARI KEBUDAYAAN

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa kebudayaan merupakan bagian dari fondasi,
pilar utama, dan instrumen strategis dalam
membangun dan menguatkan karakter bangsa,
memperteguh jati diri bangsa, dan meningkatkan citra
bangsa untuk mendukung pembangunan nasional
yang berkelanjutan;

bahwa kekayaan warisan budaya Indonesia yang
melimpah  merupakan modal penting untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, produktivitas,
dan kemajuan bangsa yang berlandaskan pada nilai-
nilai luhur budaya bangsa dan menjadi haluan dalam
pembangunan nasional dengan menempatkan
masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan,;

bahwa pelestarian dan pemajuan kebudayaan
dilaksanakan untuk memantapkan peran dan posisi
Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan
peradaban dunia untuk membangun masa depan dan
peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa pengakuan secara nasional terhadap
kebudayaan nasional Indonesia perlu ditetapkan Hari
Kebudayaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan
tentang Hari Kebudayaan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang ...




Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undanig Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6713);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6756);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Convention for the Safeguarding of the
Intangible  Cultural Heritage (Konvensi Untuk
Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on the Protection and Promotion
of the Diversity of Cultural Expressions (Konvensi
Tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman

Ekspresi Budaya) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang
Pengesahan Convention Concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage;

Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG HARI
KEBUDAYAAN.

KESATU ...



KESATU : Menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan.

KEDUA : Hari Kebudayaan bukan merupakan hari libur.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

MENTERI KEBUDAYAAN |
REPUBLIK INDONESIA,
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